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BUPATI BUTON

Menimbang : a.

Mengingat

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUTON

..
—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerzh
Kabupaten Butorn Nomwor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka
dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pémbentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
1959, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indcnesian Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indunesian Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-TJndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373),

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai
Daerah Otonom;

Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Bapneda, dar Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI], DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BUTON.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan im, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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Pemerintahan Daerah adalah vrusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daecrah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturaa
Perundang-undangan.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD
Kabupaten Buton.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kcpala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dacrah, lembaga teknis
daerah, kecamatan, dan kelurahan.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan

10.
11

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Kevangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton;

Sekretariat Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut
Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelola Keuangan danr Aset Daerah Kabupaten Buton;

Sekretaris Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut
Sekretaris adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelcla Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Buton.

Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Buton.

Kepala Sub Bidang adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Buton.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton.

BAB I1
KEDUDUKAN, TUGAS POGKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
(2) Badan dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

Kepada Kepala Daerah melaluj Sekretanis Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan
tugas tertentu dibidang pengelolaan kevuangan dan aset Dasrah.



Pasal 4
Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,

penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dibidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;

c. pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka sistematika
pengelolaan keuangan daerah;

pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerinmtah Daerah;
pelaksanaan pengelolaan aset daerah;

evaluasi dan pelaporan keuangan daerah;
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pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Daerah;

penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan

j-  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas: |
Kepala Badan;
Sekretariat;

ISR

Bidang Anggaran;

Bidang Perbendaharaan;

e. Bidang Akuntansi

f. Bidang Aset Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggimg jawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka pelayanan
administrasi umum dan kesekretariatan dilingkungan Badan yang meliputi urusan perencanaan
program, ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan, hukum, penatausahaan keuangan, kepegawaian,
umum dan perlengkapan, humas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan.



Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana diinaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dan evaluasi kegiatan
Badan;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset daerah;

¢. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan
pelatihan;

d. pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;

e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman
petunjuk teknis, melaksanakan urusan ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan,
kehumasan dan protokol, mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan dan produk
hukum daerah dibidang keuangan dan aset daerah, serta melaksanakan urusan pendidikan dan
pelatihan.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan
petunjuk teknis, mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan melaksanakan urusan
administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pengelolaan perlengkapan rumah tangga
Badan.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
penyusunan rencana dan program RENSTRA, Rencana Kerja, RKA/DPA Badan, serta
pemantauan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelesaian kegiatan Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran

Pasal 10
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyiapkan dan
mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan periyusunan APBD dan perubahan APBD,
serta penyusunan nota keuangan yang akan disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.



Pasal 11

Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan dan perubahan APBD;
b. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan perubahan APBD;
penyiapan pedoman petunjuk teknis penyusunan dan perubahan APBD;
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pelaksanaan penyusunan penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
pelaksanaan pengendalian, verifikasi dan evaluasi anggaran dan DPA;
penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan; dan
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 12
(1) Bidang Anggaran terdiri atas:
a. Sub Bidang Perencanaan Angparan; dan
b. Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan DPA.

{2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

I:asal 13

(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan memverifikasi bahan
petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
mengumpulkan bahan penyusunan perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menyusun rancangan perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah dan penjabaran perubahan Aaggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sub Bidang Evalvuasi Anggaran dan DPA mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk
teknis, mengevaluasi anggaran, DPA, dan menyiapkan SPD.

Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyiapkan
bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung,
menerbitkan SP2D khusus belanja pegawai, menyiapkan SP2D untuk belanja langsung (Modal),
memverifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SFJ), mengendalikan Surat Perintah
Membayar (SPM), menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Fembayaran (SKPP), serta
mengadakan pembinaan yang berkaitan dengan perbendaharaan.

Pasal 15

Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan
fungst:



pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan;
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penyiapan pedoman petunjuk teknis yang berkaitan dengan nerbendaharaan;

pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;

e o

penerbitan SP2D khusus belanja pegawai;

penyiapan konsep SP2D untuk belanja barang jasa/modal;
pemverifikasian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ};
pengendalian Surat Perintah Membayar (SPM),
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penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan perbendaharaan;

penandatanganan surat /naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
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k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 16
(1) Bidang Perbendaharaan terdirt atas:
a. Sub Bidang Belanja; dan
b. Sub Bidang Verifikasi.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Pasal 17
(1) Sub Bidang Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis, meneliti permintaan
pembayaran (SPM-UP, TU, GU dan LS) beserta kelengkapannya, mengendalikan SPM-UP, TU,
GU dan LS, menerbitkan SP2D belanja pegawa: dan menyiapkan SP2D belanja barang jasa/
modal.

(2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas mengumnpulkan bahan petunjuk teknis, memverifikasi
dan mengendalikan laporan pertanggungjawabanr penggunaan dana (SPJ) dan membuat laporaa
hasil verifikasi laporan pertanggungjawabun penggunaan dana.

Bagian Kelima
Bidang Akuntansi

Pasal 18

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan
akuntansi Pemerintah Daerah, menyiapkan pedoman petunjuk teknis yang berkaitan dengan
akuntansi, mengadministrasi dan mencatat psnerimaan dan pengeluaran keuangan daerah,
menyusun buku jurnal, buku besar, dan buka besar pembantu, menyusun laporan keuangan
semesteran dan menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran serta pembinaan
terhadap bendaharawan dalam penyelenggarazn akuntansi.

Pasat 19

Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
menyelenggarakan fungst:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
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penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;

penyiapan pedoman petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi;
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pengadministrasian dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
penyusunan buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu;
penyusunan laporan keuangan semesteran;

penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD akiir Tahun Anggaran;
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pelaksanaan monitoring dan pembinaan bendahara;

penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 20
(1) Bidang Akuntansi terdiri atas:
a. Sub Bidang Akuntansi umum; dan
b. Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan,

(2) Sudb Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Akuatansi umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis
akuntansi umum, melaksanakan pencatatan pembukuan penerimaan dan pengeluaran, membuat
buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembartu.

(2) Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpuikan bahan petuniuk
teknis, menyusun laporan keuangan semesteran dan menyusun laporan pertanggungjawaban
akhir tahun anggaran, serta melaksanakan pembinaan terhadap bendahara dalam
penyelenggaraan akuntansi.

Bagian Keenam
Bidang Aset Daerah

Pasal 22

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengelola
sistem manajemen barang/aset termaksuk pendatsan, inventarisasi, dan pembukuan kekayaan
daerah, pemberian kodefikasi barang, verifikasi dan klasifikasi, perhitungan nilai barang, evaluasi,
penghapusan dan pelaporan barang/aset daerah.

Pasal 23

Bidang Aset Daerah dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;

b. pelaksanaan pendataan barang milik Pemenniah Daerah;
penginventarisasian barang milik Pemerintah Dacerah;

d. pemberian kodefikasi barang milik Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan Verifikasi dan klasifikasi barang;



perhitungan nilai barang/aset;

penyiapan pembukuan barang;
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pengevaluasian kelayakan barang;
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pelaksanaan penghapusan barang;

pelaksanaan pelaporan mutasi barang;
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k. pembinaan dan pelatihan bagi pengurus barang SKPD;
|. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 24
(1) Bidang Aset Daerah terdirt atas:
a. Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah; dan
b. Sub Bidang Penghapusan Barang Daerah.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk
teknis, melaksanakan pendataan barang rilik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak,
menginventarisasi barang daerah, melaksanakan kodefikasi barang daerah dan melaksanakan
pelaporan perkembangan barang daerah.

(2) Sub Bidang Penghapusan Barang Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk
teknis, mengklasifikasikan barang/aset daerah, melaksanakan analisa perhitungan nilai
barang/aset, menyiapkan pembukuan barang, meneliti dokumen dan kelengkapan kepemilikan
barang, menyiapkan rancangan penghapusan barang, melaksanakan penghapusan barang dan
menyusun laporan keadaan barang daerah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

(1) Dilingkungan Badan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan pelimpahan
wewenang dari Kepala Badan sebagai Pejabat Pengelola Kenangan Daerah (PPKD) dan selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada seorang
staf Badan yang ditunjuk sebagai kuasa BUD dengaa Peraturan Kepala Dacrah.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas
daerah, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengolah/menatausahakan investasi daerah, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, melakukan pengelolaan
utang piutang daerah dan melakukan penagihan piutang daerah.

(3) Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas sehbagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu beberapa
staf.

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan selaku BUD.
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BAB 1V
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan kerja
dilingkungan BPKAD dan instansi lain di luar lingkungan kerja Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah vang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan Lertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebaga: bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kena.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan
organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guns, masing-masing Pejabat dalam lingkungan
Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABYV
PENGANGKATAN DAN PEMBSERHENTIAN

Pasal 30

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Psjabat
Fungsional dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 31

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab.
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(2) Selain biaya yang bersumber dari Anggeran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berfaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2007 tentang Crganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dan atau
tidak sesuat dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
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